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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul 

“Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara 

Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Prinsip Efektifitas, Efisiensi 

Dan Transparansi Di Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi 

Kalimantan Selatan” maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 

 

1. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkup Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru telah menerapkan pengadaan secara 

elektronik sehingga dalam pelaksanaan Prinsip Efektifitas telah 

terlaksana dari segi ketepatan waktu, ketepatan perhitungan 

biaya, ketepatan dalam menentukan tujuan dan ketepatan dalam 

pengukuran, Pelaksanaan Prinsip Efisiensi telah terlaksana dari 

segi penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Evaluasi 

terhadap seluruh penawaran dari penyedia dan identifikasi 

kebutuhan yang diinginkan, Pelaksanaan Prinsip Transparansi 

telah terlaksana dari segi peraturan/ kebijakan/ ketentuan proses 

pemilihan penyedia harus transparan, peluang untuk ikut serta 

dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan 

penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan harus 

diumumkan. 

 

2. Kendala yang didapatkan setelah menerapkan sistem E-

Procurement dilingkup Kabupaten Kotabaru terkait Prinsip 

Efektifitas dan Efisiensi dibagi menjadi dua yakni kendala 

internal dan eksternal. Kendala internal yakni kendala keamanan 
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informasi yang berisi tentang adanya pembocoran data informasi 

penyedia, kendala pemalsuan dokumen elektronik yang diajukan 

oleh penyedia yang berisi kurangnya pemantauan dan 

pengontrolan bagi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru. Kendala eksternal yakni kendala 

ketidakpahaman penyedia mengenai proses pelaksanaan e-

procurement yang berisi penyedia yang masih belum memahami 

penggunaan sistem e-procurement, Kendala terkait jaringan 

dalam sistem dan gangguan internet yang berisi jaringan dalam 

internet yang tiba – tiba website down, penyedia mendapatkan 

gangguan jaringan internet karena kurangnya infrastruktur 

telekomunikasi. 

 

3. Upaya yang dapat diatasi dalam menghadapi kendala – kendala 

di lingkup Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan 

dibagi menjadi 2 yakni upaya mengatasi kendala internal dan 

upaya mengatasi kendala eksternal. Upaya mengatasi kendala 

internal yakni meningkatkan keamanan informasi dalam sistem 

e-procurement yang berisi dengan memberikan langkah – 

langkah keamanan yang ketat untuk menjaga data informasi 

penyedia, meningkatkan keamanan dari dokumen pemalsuan 

yang berisi meningkatkan keamanan dari pemalsuan dokumen 

dengan menerapkan proses validasi dokumen yang ketat 

sebelum dokumen penyedia diterima atau diakses. Upaya 

mengatasi kendala eksternal yakni memberikan pelatihan atau 

pengajaran bagi pengguna khususnya penyedia Pengadaan 

Secara Elektronik (E-Procurement) yang berisi dengan 

sosialisasi kepada penyedia tentang e-procurement dan 

pembinaan secara langsung, Meningkatkan kemanan jaringan 

dalam sistem dan meningkatkan jaringan internet yang berisi 
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pemantauan keamanan, dan pembaruan perangkat atau 

melakukan update sistem e-procurement. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis memberikan 

beberapa saran terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Prinsip 

Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru 

Provinsi Kalimantan Selatan yakni : 

1. Meningkatkan sistem website ataupun melakukan update agar 

dapat mengoptimalkan proses e-procurement dengan maksimal. 

2. Memperkuat jaringan provider ataupun juga dapat 

menambahkan jaringan provider untuk pengoptimalan proses e-

procurement tanpa adanya halangan dari jaringan dan dapat 

mengoptimalkan secara efisien dan efektif. 

3. Meningkatkan sistem keamanan e-procurement agar dapat 

memberikan keyakinan dan juga keterbukaan dalam 

transparansi. 
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